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ABSTRAK: -

CATATAN :

Bahwa untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal dan
untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal,
diperlukan Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dan
dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang |zin Lokasi perlu membentuk
Qanun tentang zin Lokasi.

Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 1960;
UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 48 Tahun 1999 ; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25
Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007;
UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23
Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008;
PP No. 15 Tahun 2010; PERMEN Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2
Tahun 1993; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2011;
PERMEN Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun
2015; QANUN ACEH No. 2 Tahun 2014.

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan,
Kewenangan, Subjek dan Objek lzin Lokasi, Prosedur Penerbitan Izin Lokasi, Jangka
Waktu lzin Lokasi, Hak,Kewajiban,dan Larangan Penerima Izin Lokasi,
Pembinaan,Pengawasan,Monitoring dan Evaluasi, Peran Serta Masyarakat, Sanksi
Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan, 14 Desember 2015.

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan
Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Penjelasan : - him



